QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

NOMOR 4]} TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

.

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

: a. bahwa untuk memenuhi peningkatan kinerja

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil,
maka dalam menjalankan fungsi legislasi anggaran dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil dipandang perlu untuk mengubah beberapa
ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Singkil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu membentuk Qanun tentang
Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3827);
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10.

11.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4280);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5166);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);




12.

13.

14.

15.

16.

L.

18.

19.

Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 22 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam  (Lembaran Daerah  Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2005 Nomor 05) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor
18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2013
Nomor 18);

24. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
DarussalamTahun 2008Nomor 13);

25. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27),

26. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Singkil (Lembaran Aceh Tahun 2004 Nomor 3J)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran
Aceh Tahun 2007 Nomor 2);

27. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

£ Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil,- 4



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN
KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2004 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2007
Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 17 dan angka 18, Pasal 1 dalam
Ketentuan Umum disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka
17a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang
selanjutnya disebut DPRK.

2. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua
DPRK.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.

4. Anggota DPRK adalah mereka yang diresmikan
keanggotaannya sebagai Anggota DPRK dan telah
mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

5. Sekretariat DPRK adalah Sekretariat DPRK Kabupaten
Aceh Singkil yang merupakan unsur pendukung DPRK.

: : Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil,- 5



10.

i

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Sekretariat DPRK adalah Sekretariat DPRK Kabupaten

Aceh Singkil.

. Kedudukan Protokoler adalah adalah kedudukan yang

diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan
penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara
resmi atau pertemuan resmi.

. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara

kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan
mengenai tata tempat, tata wupacara dan tata
penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada
seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau
kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan
masyarakat.

. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur

dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga
perwakilan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi
tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah
daerah serta undangan lainnya.

Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara
dalam acara kenegaraan dan acara resmi.

Tata tempat adalah aturan mengenai urusan tempat bagi
pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah
daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara
kenegaraan atau acara resmi.

Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan
pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat
pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara
resmi.

Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan
dengan kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK.

Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri
dan mengikuti rapat-rapat dinas.

Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena
kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK.

Tunjangan alat kelengkapan DPRK adalah tunjangan yang
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua
atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia
Musyawarah, atau Komisi atau Badan Kehormatan, atau
Panitia Anggaran, atau alat kelengkapan lainnya.

Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang
disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berupa
tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan,
rumah jabatan dan perlengkapan/rumah dinas,
kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka
wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Bukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil,- . 6



17.a Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan sebagai
pengganti beras setiap bulan kepada Anggota DPRK.

18. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRK atau jasa pengabdiannya
setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

19. Anggaran Pendapat Belanja Kabupaten selanjutnya
disebut APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRK dan
ditetapkan dengan Qanun.

20. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang
diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

21. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat otonomi yang
diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

22. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau
Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri dari:
. uang representasi;

. uang paket;

tunjangan jabatan;

tunjangan badan musyawarah;
tunjangan badan anggaran;

tunjangan komisi;

tunjangan badan kehormatan;

. tunjangan badan legislasi;

tunjangan alat kelengkapan lainnya; dan
tunjangan keluarga dan tunjangan beras.

Thrpm e 0 ow

3. Ketentuan Pasal 11A diubah, sehingga Pasal 11A
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulannya
diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.

(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan
ketentuan:
a.tunjangan  isteri/suami dikali 10% (sepuluh

perseratus) dari uang representasi;

b. tunjangan anak 2 x 2% (dua perseratus) uang
representasi; dan

\f Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil,- 7



c. tunjangan beras 10 kg (kilogram) per orang dibayar
tunai.

Pasal I

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 23 Sepiember 2015

O‘:B ATI ACEH SINGKIL, /£

S/\ RIADI

Diundangkan di Singkil

\\

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH : 4/ 2.0\5
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